
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Tanggung jawab Syahbandar meliputi dalam 

pengawasan kelaiklautan kapal, penerbitan dan pengendalian 

Surat Persetujuan Berlayar (SPB), penegakan hukum 

administrasi, perlindungan keselamatan penumpang, serta 

koordinasi antarinstansi belum dilaksanakan secara efektif 

dalam kasus KM Tiga Putra Bengkulu. Kapal tetap 

dioperasikan meskipun izin dan sertifikasi telah habis masa 

berlakunya, SPB tidak dikendalikan dengan ketat, dan 

penegakan hukum administrasi bersifat reaktif setelah 

terjadinya kecelakaan. Selain itu, koordinasi antarinstansi 

masih formal dan belum mencegah terjadinya pelanggaran, 

sementara perlindungan keselamatan penumpang tidak 

maksimal. Kegagalan pelaksanaan tanggung jawab ini secara 

langsung berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan 

pelayaran yang menelan korban jiwa, sehingga menegaskan 

perlunya penguatan pengawasan, penegakan hukum 

administrasi, serta koordinasi antarinstansi secara konsisten 

dan preventif. 

Penerapan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyah 

menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Syahbandar belum 

sepenuhnya selaras dengan prinsip amanah dan maslahah. 

Kewenangan yang dimiliki Syahbandar seharusnya dijalankan 

sebagai amanah untuk melindungi kepentingan umum dan 
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keselamatan jiwa penumpang, sesuai dengan tujuan hukum 

Islam (maqashid al-syariah). Namun, pengawasan kelaiklautan 

kapal dan pengendalian SPB tidak dilakukan secara konsisten 

dan bertanggung jawab, sehingga kepentingan keselamatan 

publik tidak menjadi prioritas. Kegagalan ini mencerminkan 

rendahnya penerapan nilai moral, etika, dan tanggung jawab 

spiritual yang melekat pada amanah publik, sehingga prinsip 

maslahah „ammah dalam pelayaran tidak terlaksana. Oleh 

karena itu, penguatan penerapan prinsip amanah dan maslahah 

menjadi krusial agar fungsi pengawasan dan 

pertanggungjawaban Syahbandar dapat memberikan 

perlindungan maksimal kepada masyarakat serta mencegah 

terulangnya kecelakaan serupa di masa mendatang. 

B.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis 

memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Kepada pihak Syahbandar dan instansi terkait, disarankan 

agar meningkatkan pengawasan terhadap kapal wisata 

secara lebih ketat dan menyeluruh, baik dari segi 

kelengkapan izin, kelaiklautan kapal, maupun standar 

keselamatan penumpang. Pengawasan tidak hanya 

dilakukan secara administratif, tetapi juga melalui inspeksi 
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lapangan secara berkala untuk memastikan kapal yang 

beroperasi benar-benar layak dan aman. 

2. Kepada pengelola kapal wisata, disarankan agar mematuhi 

seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang pelayaran, khususnya terkait perizinan dan standar 

keselamatan. Pengelola harus menempatkan keselamatan 

penumpang sebagai prioritas utama dan tidak mengabaikan 

aspek hukum demi keuntungan ekonomi semata. 

3. Kepada pemerintah daerah, disarankan agar lebih aktif 

dalam melakukan koordinasi dengan Syahbandar dan 

instansi terkait lainnya dalam mengawasi kegiatan wisata 

bahari. Pemerintah daerah juga perlu melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan 

jasa transportasi laut yang legal dan memenuhi standar 

keselamatan. 

4. Kepada masyarakat sebagai pengguna jasa kapal wisata, 

disarankan agar lebih berhati-hati dan kritis dalam memilih 

sarana transportasi laut, dengan memastikan bahwa kapal 

yang digunakan memiliki izin resmi dan perlengkapan 

keselamatan yang memadai. 

5. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat 

mengkaji lebih lanjut mengenai mekanisme 

pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan pelayaran, 

baik dari aspek hukum pidana, perdata, maupun hukum 
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administrasi, sehingga dapat memberikan kontribusi yang 

lebih komprehensif dalam pengembangan ilmu hukum. 
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